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Abstract. The CCT (Conditional Cash Transfer) is being introduced to address shocks caused by 
fuel price increases with the benefit level set at a level sufficient to compensate the poor for the price 
increase; however, it is difficult to introduce a higher benefit level for the CCT than was established 
under the existing unconditional cash transfer. In recent years, conditional cash transfer (CCT) 
programs have been introduced for a wide array of different purposes. Applied, for instance, to 
education and childhealth in poor countries, they consist in giving cash to poor parents under the 
condition that they send their children to school and health  visits.  These  programs  have been 
hailed as being among the most significant innovations in promoting social development in recent 
years. And through this program we hope the poorest people who are required  to be  assisted 
through the poverty program would be released from their poverty circle in the  future and in the 
next generation. 
CCTs are quickly becoming central instruments in many countries' poverty reduction agendas. 
On the economic side, research has shown that the elasticity of poverty to growth is much lower in 
countries with higher inequality. Growth is seen as necessary but insufficient to reduce poverty. 
Therefore redistribution must also plays an important role. It is hoped that CCTs' contributions to 
reducing inequality, combined with economic growth, can provide an equitable foundation for 
broad-based poverty reduction. On the social side, it is hoped that these longer-term investments 
will reduce vulnerability in the short-run and in the long run contribute to breaking inter-genera- 
tional poverty by helping today's children become productive members and full citizens of 
tomorrow 's society. 
CCTs feed into the broader debate on social inclusion on several levels as they often  lead  to 
changes in accountability relationships between central governments, local governments, service 
providers and beneficiaries. among others. On the level of national social policy CCTs are gaining 
popularity as instruments for reaching excluded groups, notably  the extreme poor  living outside  
the reach of social protection programs tied to formal sector employment. Many still argue that 
despite efforts at program coordination, however CCTs must be adequately inserted within  a 
broader institutional reform of social and economic programs that would bring about effective 
inclusion  and  poverty  reduction.  On a  local level, some CCT programs  have  been  criticized for 
using mechanisms that run counter to the social inclusion goals with respect of local governments 
and communities. 

Keyword  : conditional  cash  transfer programme,  poverty  reduction,  human capital. 
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I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang Departemen Sosial,
maka yang ada dalam pikiran kebanyakan 
orang adalah departemen yang mem- 
berikan bantuan bagi orang-orang yang 
dianggap kurang beruntung atau lebih 
dikenal dengan orang-orang miskin. Inilah 
ikon Departemen Sosial sebagai suatu 
departemen yang menangani kelompok 
yang menyandang kepapaan, kemiskinan, 
ketunaan, kecacatan, dan hal-hal lain yang 
menurut kebanyakan orang sebagai tempat 
buangan orang-orang yang teraliansi. 
Apakah demikian yang sesungguhnya? Itu 
adalah pandangan yang perludiluruskan . 
Departemen Sosial sebagai instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 
seperti di negara-negara maju seperti di 
negara Eropa, memegang peranan sangat 
penting dalam semua program 
pembangunan, terutama dalam penang- 
gulangan kemiskinan. Oleh karena itu, 
maka Depar temen Sosial seharusnya 
mengembangkan program-program 
prioritas pada upaya perlindungan sosial 
(social prote ction). 

Permasalahan yang berkembang di 
masyarakat, sebgain ebsar masyarakat 
belum memiliki pemahaman yang tepat 
tentang perlindungan sosial itu sendiri. 
Untuk itu, dalam tulsian ini akan uraikan 
definisi perlindungan sosial. Menurut 
Rawlings (2004) : 

Social Protection refers to the entire sys- 
tem of protective measures against risks to 
assist individuals, households, and commu- 
nities to better manage risks and economic 
shocks, and to provide support to the criti- 
cally vulnerable. It includes public inter- 
ventions such as social insurances, social 
assistance and social safety nets, and pro- 
vides room fo r private and community- 
based initiatives. Social SecurihJ is a com- 
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ponent of social protection and comprises 
the key social insurances, including health 
insurance, pension insurance, unemploy- 
ment benefits, work  injuries, and  disabil- 
ihJ grants (mainly contribution financed ). 
Basic Social Protection or Social Assistance 
comprises non-contributon; measures tar- 
geted at vulnerable groups/ individuals, e.g. 
the p oor, elderly, disabled persons (mainly 
tax financed). 
Perlindungan sosial adalah suatu 

sistem perlindungan untuk menghindari 
resiko entah apapun itu bentuk resikonya. 
Sehingga semua orang siap menghadapi 
gonjangan dan perubahan ekonomi, sosial, 
budaya yang mempengaruhi kehidupan 
individu, keluarga dan masyarakat. Bahkan 
kekuatan suatu negara juga diukur dari 
sistem perlindungan sosialnya, karena 
dalam perlindungan sosial terdapat sistem 
asuransi sosial, bantuan sosial, jaring 
pengaman sosial yang memberikan ruang 
publik dan swasta untuk berperan serta. 
dan jaminan sosial adalah komponen di 
dalam perlind ungan sosial yang 
memberikan rasa aman bila dalam keadaan 
sakit, karena memberik an asuransi 
kesehatan, jaminan hari tua/ pensiunan, 
pengangguran/ tidak memiliki pekerjaan/ 
hilangnya mata pencaharian, kecelakaan 
dan resiko lainnya. sementara bantuan 
sosial sebagai dasar dari perlindungan 
sosial didanai dari pajak dan non kontribusi 
bagi orang miskin, lanjut usia, cacat. 

Berbicara tentang perlindungan sosial, 
khususnya berkaitan dengan penang- 
gulangan kemiskinan, Indonesia sudah 
banyak menyelenggarakan program anti 
kemiskinan, seperti : (1) meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dengan harapan 
mampu menyerap dan menciptakan 
lapangan kerja baru dibidang industri, 
perdaganga n export dan sme's, (2) 
meningkatkan akses orangmiskin terhadap 
pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, 
infrastruktur  dasar, penyerapan  pangan 
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dan asupan g1z1, (3) pemberdayaan 
masyarakat dengan harapan menciptakan 
kesempatan dan peluang berusaha, (4) 
mengembangkan sistem perlind ungan 
sosial melalu i bantuan sosial karena 
bantuan sosial. Khusus mengenai bantuan 
sosial ini, di Eropa dan di negara maju di 
berada di bawa h tanggung jawab 
Kementerian Sosial. 

Social Assistance comprises the non-con- 
tributory provision of public aid to targeted 
poor and/or certain groups considered to be 
vulnerable Providing effective social assis- 
tance requires horizontal and vertical inte- 
gration. Therefore, as afirst step in the di- 
rection offurther harmonization, the com- 
plex web of inherited social assistance pro- 
grams should be consolidated and simpli- 
fied, and ad ministration delegated to a 
newly founded institution operating un- 
der the umbrella of the Ministry of Social 
Affairs  (Rawlings, 2004). 

Bantuan Sosial diberikan oleh negara 
bagi orang-orang yang sangat miskin/ 
miskin, cacat, lanjut usia, daerah terpencil, 
korban bencana, pekerja anak. Model yang 
lebih dikembangkan lebih lanjut dari 
bantuan sosial ini adalah Bantuan Tunai 
Bersyarat, yang lebih dikenal dengan Pro- 
gram Keluarga Harapan (PKH). 

II. MEMAHAMI HAKIKAT
BANTUAN  TUNAI BERSYARAT
Bantuan Tunai Bersyaratatau Program

Keluarag Harapan yang selanjtunya dikenal 
dengan PKH merupakan bentuk 
pengembangan dari Bantuan Sosial yang 
selama ini sudah dilaksanakan. Bantuan 
Sosial merupakan istilah dengan paradigma 
tradisional, karena dianggap sebagai dasar 
dari bantuan bukan berdasarkan kontribusi 
nam un, ter tapi berdasa rkan pada 
kemampuan pajak semata 
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PKH dipandang sebagai model yang 
lebih maju dari hanya semata-mata bantuan 
sosial, karena sifatnya tidak hanya 
membagikan uang atau barang, tetapi 
bagaimana orang memiliki kemampuan 
untuk berinvestasi jangka waktu yang lama. 
Berbeda dengan bentuk bantuan sosial lain 
pada umurnnya yang manfaatnya dirasakan 
sesaat, PKH baru dapat dirasakan hasilnya 
pada jangka waktu yang panjang. Seperti 
investasi di bidang kesehatan dan bidang 
pend idikan, hasilnya akan dinikmati 
beberapa tahun kemudian. PKH diharapkan 
mampu memberikan perubahan perilaku 
bagi penerima bantuan, yakni lebih rajin 
merneriksakan kesehatan ibu hamil, ibu 
habis rnelahirkan, bayi dan balita ke pusat- 
pusat peyedia layanan kesehata, seperti 
Puskesrnas, Pustu, Polindes, Bidan Desa. 
J u ga adanya motivasi bagi penerima 
bantuan untuk menyekolahkan anaknya 
sekolah-sekolah formal, non formal 
ataupun informal. Diharapkan adanya 
perubahan perilak u tersebut akan 
berdampak pada kualitas hidup penerima 
bantuan di masa yang akan datang. Model 
dari PKH ini sebagairnana ditegaskan di 
dalam pedoman umum program PKH 
(Bappenas, 2007), yaitu : 

Conditional Cash Transfer programs have 
been widely adopted as a new approach in 
social protection that may hold promise for 
combating poverty and fostering social in- 
clusion. Their  central  tenet  is  the  linking 
of cash to behavior by p roviding money to 
poor families contingent upon certain veri- 
fiable actions, generally minimum invest- 
ments in children's human capital such as 
regular school attendance or basic preven- 
tative health care. This focus on beneficia- 
ries and their roles and responsibilities in 
long-term  investments  in  human   capital, 
as opposed to more traditional models of 
providing goods and services, represents a 
considerable departure from  past social. 
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Benk PKH adalah bersyarat, artinya 
bantuan tidak dapat diberikan jika ke dua 
kornitmen tidak dipenuhi, yakni melakukan 
rutinitas ke service provider kesehatan dan 
pendidikan. Dimana 85 persen kehadiran 

pes rta didik disekolah, dan ju mlah 
kun1ungan ibu harnil, bayi, balita ke pusat 
pelayan kesehatan. Persyaratan ini yang 

rnembedakan PKH dengan Bantuan Tunai 
Tanpa Syarat atau Bantuan Langsung. 

Sudah banyak bukti yang menunjukkan 
kberhasilan PKH, seperti di Brazil, Colom- 
bia, Mexico and Nicaragua, yaitu semakin 
meningkatnya usia keterlibatan ibu harnil 
ke pusat pelayanan kesehatan, konsumsi 
makanan bergizi dan meningkatnya jumlah 
anak usia sekolah di pendidikan dasar. Ini 
merupakan dampak yang dapat dirasakan 

dalam waktu yang tidak lama sesudah 
bantuan diberikan. Tetapi untuk rnelihat 
darn:rak PK bantuan sosial yang bersfiat 
log 1'!1-vestment bagi Rurnah Tangga Sangat 

1skm (RTSM) yang memiliki ibu harnil, 
mfas, bayi, anak balita dan anak usia 

sekolah. (lihat Draft: Local CCT Program 
Team, -July 17 2006, "The Conditional Cash 
Transfer Program of Indonesia"). 

f?i ?egara-negara lain, program sejenis 
P 1ru telah erhasil dengan baik, seperti 
d1 negara Afnka Selatan, Amerika latin 
yang dikenal dengan progarn Jefes de Hagar 
(Househ?ld H eads), Brazil ( Balsa Familia ), 
Colombia ( Familzas En Acci6n/Families In 
Aci?n) ?an masih banyak lagi. Tahun 2008 
Ph1hppme rnulai rnenerapkan Conditional 
Cash Tranfer dan berhasil juga. Mengapa 
perJu mernbaningkan dengan keber- 
hasilan negara lam? Ini sangat perlu untuk 
memacu dan terus berpikiran positif 
tentang PKH. Pada kondisi awal PKH ini 
banya_k dikritik, arena mengabaikan or- 
ang d1 luar penenma PKH. Tetapi justru 
disinilah bE:danra PKH dengan program 
bantuan sos1al lam yang hanya diuntukkan 
bagi ibu ha rnil, meny usu i, setelah 
melahirkan (nifas), yang menyusui balita, 
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dan bayi anak usia sekolah pada Rumah 
Tangga yang Sangat Miskin (RTSM) saja 
dan yang  memenuhi kriteria. 

?-ai na bagi daerah yang tidak 
rnem1hk1fas1htas kesehatan dan pendidikan 
yang memenuhi kriteria? Pemerintah 
daerah seyogyanya rneningkatkan dan 
mernperbaiki pusat pelayanan  kesehatan 
?an pendidikan. Kepala Daerah (bupati) 
Juga ha_rus rnemiliki komitmen yang tinggi 
berkahan dengan penyediaan fasilitas 
kesehatand anh pendidikan. Di di negara- 
negara lain, pemerintah daerahnya 
berlornba-Iomba untuk mernperbaiki dan 
rnengernbangkjan pusat pelayanan kese- 
hatan an pendidikan, agar rnendapatkan 
Condzhonal Cas 7:'ransfer Program. Sehingga, 
manfa PKH m1bukan hanya bagi RTSM, 
setap1 Juga bagi pembangunan daerah, 
teru tama penye-diaan fasilitas sosial 
(kesehatan dan pendidikan) yang memadai 
yang dpat dinikmati pula oleh masyarakat 
yang .tidak i:nemproleh PKH, seperti di 
A.rnenka La?,n, Afnka Selatan dan Philip- 
pine. Mesk1pun mekanismenya berbeda 
satu dengan yang lainnya,  narnun  usaha 
ke_ arah penyediaan pelayanan ( service 
prwvzder ) sudah mulai tampak. 

Ill. BELAJAR DARI 
PENGALAMAN NEGARA LAIN 

. Di Indonesia, PKH masih rnerupakan 
pzlot pro1ect. Artinya, rnasih merupakan 
percontohan sebelum diterapkan di daerah 
Ia.in di sluruh ilayah Indonesia. Seperti 
d1 Arnenka Lahn dan Caribbean, pada 
thun 1997 PKH diterapkan terbatas di 
bdang kesehatan dan pendidikan, yang 
d1kenal -engan nama Mexico's Programa de 
Ed ucaczon, S alud y Al imentaci6n 
(PROGESA2 ). Pada awal perkembangan- 
nya, d1laksanakan secara regionalisasi 
kemudian dilaksanakan secara rnenyeluruh 
Hal yang sarna dilaksanakan di Colombia's 
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( Familias  en Acci6n  progra m), Honduras' 
( Programa de Asignaci6n Familiar,) Jamaica's 
Program of Advancement through Health and 
Education (PAT H); Nicaragua's the Red de 
Protecci6n Social ( RPS); Bolivia's Beca Futuro; 
Ecuador's Bono de Desarrollo Humana; Chile's 
Subsidio Unitario Familiar; and, recently, 
Brazil's Bal sa Fa milia program. Beberapa 
nea gra hanya mem berikan bantuan di 
bidang  pendidikan   saja,  seperti   di  Brazil 
( P rog rama N acional d e Bal sa Escola, the 
Programa de Erradica{:ao do Trabalho Infantil, 
and Agente ]oven. Selain kesehatan dan 
pendidikan, ada juga negara yang mem- 
berikan pelayanan untuk pemenuhan gizi, 
yang dinamakan dengan program Brazil's 
Balsa Alinzenta{:iio and Cartiio Alimenta{:iio. 
Pad a um umnya bentuk bantuan yang 
diberikan di neagra-neagra lain, juga sama 
dengan yang dilaksanakan di  Indonesia, 
yang dikenal dengan Jaring Pengaman 
Sosial. Program ini sebagai mekanisme 
pengganti  dan  pembayaran   pendapatan 
bagi masyaraka t yang membu tuhkan, 
dalam upaya mengatasi masalah yang 
dihadapi. Adapun  bentuk  bantuannya, 
yaitu  berupa  uang  atau  barang. 

Penyelenggaraan program tersebut 
menu njukkan, bahwa Conditional Cash 
Transfer Program memberikan hasil yang 
positif ter hada p penerima program. 
Mereka mengalarni peningkatan  dalam 
men gakseas pelayanan kesehatan dan 
pendidikan dasar. Di Bangladesh, Cash for 
Education Progra mme menunjukkan ada 
kenaikan sejumlah 20-30 keterlibatan anak 
di sekolah hingga dua tahun ke depan, 
dibandingkan dengan anak lain. Di Nica- 
ragua, dengan Red de Protecci6n Social 
Progra mnze, berhasil meningkatkan 
kepersertaan anak usia sekolah hingga 22 
persen dari target populasi  pada  tahun 
2000 dan 2003. Di Mexico, PROGR E SA 
(sebelumnya Oportunidades ) program di 
bidang keseha tan dan pendidi k an 
menunjukkan  angka  fantastis  hingga  90- 
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94 persen. Hal ini sejalan dengan yang 
terjadi juga di Columbia dengan Colombia's 
Familias en Acci6n Programme. Halyang sama 
juga terjadi di Nicaragua dengan angka 30 
persen terjadi peningkatan  keterlibatan 
anak di usia sekolah dengan menurunkan 
angka bolos masuk sekolah selama periode 
dua bulan. 

IV. MANFAAT PKH BAGI RTSM
Untuk mengetahui sejauhmana 

manfaat PKH bagi penerima bantuan, maka 
dilakukan Spot Check. Hasil yang diperoleh 
dari Spot Check menunjukkan, bahwa : 

1. Ada korelasi yang positif antara PKH
dan jumlah anak usia belajar yang
terlibat di sekolah. Anak-anak dari
RTSM yang sebelumnya berpotensi
tidak dapat melanju tkan sekolah,
dengan adanya PKH mereka akhirnya
dapat menempuh pendidikan dasar.
Artinya, PKH telah menyelamatkan
sumber daya manusia pembangunan
di masa depan.

2. PKH berhasil meningkatkan aksesi-
bilitas penerima program terhadap
pelayanan kesehatan. Keadaan
kesehatan ibu hamil dan menyusui,
bayi, dan balita anak mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.
Hal ini berarti PKH telah menye-
lamatkan anak-anak resiko gangguan
tumbuh kembang secara wajar. Karena
mereka dapat mengakses pelayanan
kesehatan, maka anak-anak tersebut
akan seht secara fisik mau pun
kecerdasannya. Hal ini juga berarti,
PKH telah memberikan sumbangan
dalam menyiapk an sum ber daya
manusia yang sehat secara fisik, men-
tal dan memiliki kecerdasan.

3. PKH sebagai upaya memutus mata
rantai kemiskinan.  Program  ini  akan
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berhasil sesuai hara pan, karena 
jaminannya sangat kelihatan, disam- 
ping mekanismenya lebih terarah dan 
fokus dibandingkan dengan bantuan 
tunai lain. Meskipu n sama -sama 
memberikan bantuan tunai, tetapi 
PKH memiliki persyar atan atau 
kekhususan tertentu, yakni service pro- 
vider yang membedakan PKH dengan 
Bantuan Tunai Tanpa Syarat. 
Mekanisme kerja PKH ini sebagai roda 
berjalan yang nantinya secara perlahan 
mengarahkan semua bantuan tunai 
meghar uska n adanya komitmen 
sebagaimana berlaku pada PKH. 

V. PENUTUP
Program Keluarag Harapan (PKH) 

merupa k an pr ogram terobasan yang 
dilaksanakan lintas sektor dengan tujuan 
untuk memutus mata rantai kerniskinan di 
Indonesia . Program ini secara bertahap 
akan dilaksanakan di seluruh provinsi, 
karena selama ini dinilai rnern berikan 
pengaruh cukup positif dalam mendukung 
program menganggu langi kerniskinan. 
Untuk itu masih diperlukan publikasi secara 
lebih luas lagi, sehingga implernentasi PKH 
inimemperoleh dukungan secara maksirnal 
dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah 
Daerah.
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